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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Gender.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk mendorong, mengefektifkan, serta
mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender dalam
setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan
kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, perlu
dilakukan percepatan dalam pelaksanaannya;

bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan
semua unit kerja di lingkup Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;

bahwa sejalan dengan perkembangan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dalam pembangunan
lingkungan hidup dan kehutanan, serta mendorong
implementasinya di lapangan, maka Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 528/MENHUT-II/PEG/2004 tentang
Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam
Pembangunan Kehutanan dan Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor P.65/MENHUT-II/2011 tentang
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Mengingat

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif
Gender, perlu disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi
terhadap Konvensi PBB tentang Pengesahan Konvensi
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all
Forms Discrimination Against Women/ CEDAW) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3277);

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);



Menetapkan
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/MENHUT-
I1/2011 tentang Pedoman Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gender Bidang Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
641);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN.

Pasal 1
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.
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Pasal 2
Pedoman Pelaksanaan PUG wajib dipedomani dalam
pelaksanaan kegiatan PUG di bidang lingkungan hidup dan

kehutanan.

Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Mei 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, banyak
upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dan
Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terwujudnya
kesetaraan dan keadilan gender. Upaya tersebut mencakup kegiatan
dalam berbagai bentuk seperti sosialisasi PUG, advokasi kepada para
pengambil kebijakan, pengembangan kelembagaan PUG, sampai pada
bimbingan teknis untuk mengintegrasikan gender ke dalam siklus proses
pembangunan. Pemahaman mengenai PUG menjadi hal penting di setiap
sektor pembangunan termasuk bidang Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.

Pengarusutamaan Gender muncul sebagai strategi untuk menjawab
kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan antara
perempuan dan laki-laki. Kesenjangan gender antara perempuan dan laki-
laki merupakan akibat dari pembangunan yang netral gender dan bias
gender. Hal ini terjadi lebih disebabkan pada suatu anggapan ketika
berbicara tentang masyarakat, berarti sudah mencakup perempuan dan
laki-laki. Disisi lain, persoalan yang dihadapi dan pengalaman perempuan
dan laki-laki dalam pembangunan berbeda dan masing-masing memiliki

kebutuhan spesifik sesuai dengan kepastiannya.



